
BUPATI TAKALAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 
TENTANG STANDARISASI HARGA TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TAKALAR, 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komponen 
Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan 
Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Tahun 
Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomxor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah 
diubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahim 2005 Tentang 
Pedoman Pen3aisiman dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tamabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
teiah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeriiitalu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

I L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1424); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NumenMatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuan,gan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2016 tentang 
Pedoman Analisis Harga Satuan Pekej^aaxi Bidang 
Pekerjaan Umum; 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak}''at 
Republik Indonesia Nomor 22 / PTR /M / 2018 tentang 
Pembangunan Gedung Bangunan Gedung Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

18. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 1 / PTR / M / 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan 
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan 



Rakyat; 
19. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 

95/KES/BSN/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) 
Standar Nasional Indonesia ; 

20 Peraturan-Daerah-Kabup^^^^ Takalar _NpmQr 9 Tahuxi 2022^ 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAJ^ BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG 
STANDARISASI HARGA TAHUN ANGGARAN 2023 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2022 
tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten 
Takalar Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai ber ikut: 

Pasal 2 Ayat (4), Ayat (5), Ayat.(6), .dan Ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai 
ber ikut: 

Pasal 2 

(1) Standarisasi Harga merupakan pedoman untuk penyusunan rencana 
kebutuhan barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran 
usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup : 
a. Standar Biaya Umum (SBU) 
b. Standar Satuan Harga (SSH) 
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan 
d. Anahsa Standar Belanja (ASB) 

(2) Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan : 
a. Hasn pendataan/survey harga pasar ditambahkan dengan faktor 

penyesuaian seperti perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan 
Pembulatan, serta harga rujukan tentang standar harga satuan/harga 
eceran tertinggi dan sudah termasuk pajak 

b. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga 
perhitungam sendiri/Owner Estimate (HPS OE) dalam rangka pegadaaan 
barang dan j asa 

c. Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada penyusunan 
standarisasi harga ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan 
kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, 
kode obyek, kode rincian obyek, kode sub rincian obyek dan kode sub-sub 
rincian obyek barang miiik daerah. 

(3) Penjelasan mengenai S B U , SSH, HSPK dan ASB sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 



(4) Komponen Standar Biaya Umum (SBU) diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran 11 sebagai bagian yaxig tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Komponen Standai* Satuan Harga (SSH) diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I I I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) diubah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(7) Komponen Analisa Standar Belanja (ASB) diubah sebagaimana tercantum 
dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini, 

Pasal I I 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggai diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar. 

Ditetapkan di Takalar 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 28 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
19 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI 
HARGA TAHUN ANGGARAN 2023 

STANDAB BIAYA UMUM (SBU) 

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keiuaran dalam penyusunan 
Rencana Kerja Anggamn (RKA) dan untuk melaksanakan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi dengan menganut azas : 

a. DisipUn anggaran 
b. Tertib anggaran 
c. Kemampuan daerah, dan 
d. Efektifitas dan efisiensi 

A. Km^EHTUAF DALAM FERJALAHAN DINAS 
1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keiuar tempat kedudukan yang 

dilakukan pejabat negara, PNS, Non PNS Pimpinan dan: anggota 

DPRD untuk kepentingan negara dan/atau daerah meHputi 

perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan. 

perjalanan dinas luar negeri. 

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang 

jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang 

(PPj dari tempat kedudukan ke tujuan dalam w ikyah Kabupaten 

Takalar untuk kepentingan negara/atau daerah atas perintah pejabat 

yang berwenang 

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dixias keiuar dai i 

wiiayah Kabupaten Takalar baik dalam mauptm luar wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk kepentingan negara/atau daerah atas 

perintah pejabat yang berwenang, 

4. Peijalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanaxi dinas keiuar dari 

^^iiayah Negara Kesatuan RepubMk Indonesia sebagaimana teiah 

diatur dalam Instruksi Presiden Nomor U Tahun 200S tentang 

Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keiuar 

Negeri. 
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5. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Waldl 

Bupati, maka Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati. 

6. Kewenangan penandatangan surat tugas yang dilaksanakan ASN : 

a. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 

- Eselon 11 

Ditandatangani oleh Bupati:/Wakil Bupati atau Sekretaris 

Daerah dengan sepengetahuan Bupati 

- Eselon m/IV 

Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

- Staf/PTT 

Ditandatangani oleh Kepala OPD 

Perjalanan d.inas luar daerah dalam provinsi 

- Eselon I I 

Ditandatangani Sekretaris Daerah 

- E ^ l o n l i l / I V 

Ditandatangani oleh Kepala OPD 

- Staf/PTT 

Ditandatangani oleh Kepala OPD 

c. Perjalanan dinas dalam daerah 

~ Eselon I I 

Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala OPD 

dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah 

- Eselon III/IV 

Ditandatangani oleh Kepala OPD 

- Staf/PTT 

Ditandatangani oleh Kepala OPD 

7. Khusus lingkup Sekretanat Daerah, perjalanan dinas dalam daerah 

pejabat eselon I I , I I I dan IV ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

atau Asisten dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah. Dan 

Perjalanan dinas pejabat eselon I I I dan IV luar daerah dalam provinsi, 

dapat dilakukan oleh Asisten dengan sepengetahuan Sekretaris 

Daerah, sedangkan staf/PTT dapat dilakukan oleh Kepala Bagian 

dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah. 

8. Pejabat yang berwenang dalam, penerbitan Surat Tugas untuk 

Mngkup DPRD mengikuti ketentuan dalam tata tertib DPRD 

Kabupaten Takalar. 
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9. Biaya transportasi darat merupakan satuan biaya yang digunakan 

imtuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan daxi 

tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal 

keberan-gkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal kedatangan 

menuju tempat tujuan/acara dan sebaliknya tanpa meUhat jabatan, 

paxigkat dan golongan serta dipertanggungfa-v^^bfcan secara 

lumpsum, 

10. Dalam hal bukti pengeiuaran transportasi tidak diperoleh, 

pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas dapat hanya 

menggunakan Daftar Pengeiuaran Rnl. 

11. Apabiia biaya komponen perjalanan dinas ditanggung oleh panitia 

penyelenggara dalam undangan mengikuti rapat, seminar, bimbingan 

teknis, diMat dan sejenisnya, msika biaya komponen 3'ang ditanggung 

tidak diba3''arkan. 

BIAYA-BIAYA PERJALANAN DINAS 
1. Biaya Perjalanan Dmas Dalam Daerah Kabupaten 

1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam daerah dibenkan biaya uang 

harian berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam Surat 

Tugas dan dipertan^ung jawabkan secara lumpsum. 

2) Uang Representasi diberikan kepada pejabat negara, pejabat 

eselon 11 dan anggota DPRD dan dibayarkan j i ka kegiatan lebili 

dari 8 (delapan) jam. 

2. Biaya Perfalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 

1) Uang harian dan uang representasi peijalanan dinas luar daerah 

dalam provinsi diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas 

berdasarkan waktu 3'*ang diperintahkan dalam surat tugas dan 

dipertanggung jawabkan secara lumpsum 

2) Uang Representasi diberikan kepada pejabat negara, pejabat 

eselon I I dan anggota DPRD 

3) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 

diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan 

waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung 

jawabkan secara riil/at cost. 
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4} Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 

diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan 

waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung 

jawabkan secara lumpsum. 

5} Dalam pelaksanaan perjalanan dinas tidak menunjukkan bukti 

atau tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka 

diberikan biaya 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan. 

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Liaar Provinsi 

1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 

diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan 

waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung 

jawabkan secara lumpsum, 

2) Biaya transportasi darat : 

a. Sebagai sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju 

bandara/stasiun/terminal/pelabtihan keberangkatan

maupun sebaliknya. 

b. Sebagai sarana angkutan dari bandara/stasiun/terminal/ 

pelabuhan tempat tujuan menuju penginapan /tempat 

acara maupun sebaliknya. 

c. Biaya transportasi darat diberikan taiipa meithat jabatan, 

pangkat serta golongan dan dipertanggung jawabkan secara 

lumpsum. 

d. Biaya transportasi darat dari bandara/pelabuhan/ 

terminal/stasiun kedatangan ke tempat tujuan/acara pada 

provinsi yang berbeda, diperhitungkan sebagai bagian dari 

biaya transportasi darat dan dipertan^ungjawabkan secara 

l i i l/at cost. 

e. Setiap pelaksana perjalanan dinas hanya dapat diberikan 

biaya transportasi darat sebanyak 4 (empat) kali, untuk 

pergi-pulang per orang. 

f. Dalam hal biaya transportasi dari tempat asal ke tempat 

tujuan belum tercantum dalam lampiran peraturan ini, 

maka biaya transportasi dimaksud dipertan^ung 

jawabakan secara riil/at cost 

3) Biaya tiket Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan 

dipertanggung jawabkan secara riil/at cost. 
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4) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat 

dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat 

perjalanan dinas dalam negeri dalam lampiran Peraturan Bupati 

in i sepanjang didukung dengan bukti pengeiuaran rill 

(pembiayaan secara at cost). 

5) Biaya penginapan/hotel sesuai standar perjalanan dinas dalam 

negeri, dipertanggungjawabkan secara riil/at cost. 

6) Dalam ha l pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 

fasilitas hotei/penginapan, maka diberikan biaya penginapan 

30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan. 

7) Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, 

pejabat eselon 11 dan anggota DPRD. 

4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 
1) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berfungsi 

sebagai uang harian dan merupakan pengganti biaj'-a keperluan 

sehari-hari bagi pelaksana SPD Luar Negeri untuk Pejabat 

Negara, ASN dan pihak lain dalam menjalankan ST dari pejabat 

yang berwenang. 

2) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri digunakan 

untuk xiang makan, transportasi lokai, uang saku, dan uang 

penginapan. 

3) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri berpatokan 

pada mata uang Amerika Serikat (US Dollar/US$). 

4) Besaran uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri yang 

tercantum dalam lampii'an keputusan ini, merujuk pada 

besaran uang harian pada negeira dimana perwakHan Republik 

Indonesia bersangkvitan berkedudukan. 

5) Satuan Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan 

satuan biaya yang digunakem untuk perencanaan kebutuhan 

biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakar ta ke 

berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi-pulang (PP). 

Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk 

airport tax serta biaya retribusi lainnya. 
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S U R A T PERJALANAN DINAS (SPD| 

PEMERfNTAH KAdUPATEN TAKALAR 
KAWTOR/OiNAS/BADAhf 
Alamat: J i . 

Telp Fax. 

Lembar Ke 
Kodfi No 
Nomor 

SURAT FERJALANAH BIHAS (SPD) 

1. Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat yang 
berwensng 

2. Nama / Kip Pegawai yang melaksanakan 
peijnJfi nan dinas 

3. a. Pai^gkac dan Golongan 
b. Jabatan / Instansi 
c. Tingkal Biaya Perjalanan Dinas 

4. Maksud Ffeijalanan Dinas : 

5. Alat angkutan yang dipergunakan : 

6. a. Tempat Berangkat : 
b. Tempat Tujuan : 

a. I»amanya Perjalanan Dinas 
b. Tanggai Berangk^it 
c. Tanggai haru s k ^ l ^ l i / tiba 

8. Pengikut : 

9. Pembefaanan Anggaran 
a. Instansi : 
b. Mata Anggaran : 

10. Keterangan Iain-lain 

Dikeiuarkan di Takalar 
P a d a T a i ^ a l : 

pejabat Pembuat Komitmen / 
Pejabat yang berwenang 

i I 
N IP : 
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K Berangkat dad : Kab. Takalai-
(Tempat Kedudukan) 
Ke : 
PadaTanggnl : 
Kepala 

( 
NIP 

I I T ibad i 
Padataaggal : 
Kepala 

KIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggai 
Kepala 

(.-.. ) 

I E -nba di ; 
Pada tanggai : 
Kepala 

( ) 
NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggai 
Kepala 

f ) 
NIP 

W Tifoadi : 
Pada t a a ^ a l : 
Kepala 

( ) 
NIP 

Berangkat dari 

Pada tanggai 
Kepala 

NIP 

V T ibadi : Kab. Takalar 
(Tempat Kedudukan) 
Pada Tanggai : 

PPK / Pqabat Berwenang 

NIP 

Teiah diperik.sa dengan keterangan bahwa peijalanan 
tersebut atas perintahnya dan. scmata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya, 

PPK / Pejabat Berwenang 

f . . . . . « . . . . . . « . . . . . f . ^ . , . ) 

NIP 

VL Cati^an Lain-Lain 

VI I . PERHATIAN 

PPK/Pejabat Berweaiang yang menerbitkaa S P B , pegawai yang melakukan perjalmian dinas, para pejabat yang 
mengesahkan tangga! berangkat/taba serta bendahara pengeiuaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-
pcraturan Keuangan Negara ^ a b i l a negara mcndcrita-rugi akibat kesaiahan, kelalaian dan kealpaann^'a^ 
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RINCIAN BIAYA PERJALAKAN DINAS 

RmCIAH BIAYA PERJALAKAK 0IKAS 

L a m p i r ^ S P D Nomor 
Tanggai 

NO. JTJMtAH KETB11AKGA2? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rp . 

TerbiUmg : 

Te la i i d ibayar sefumlah 

^P- •• 

Benda l i a ra Pengeiuaran 

Taka la r , 

Teiah- mener lma j u m l a h uang sebesar 

Kp 

Yaug Menerimai 

N IP NIP 

Di te tapkan sejumlaJb 
Y a s g teiah dibayar s emula 
S i s a kvtrang/lebih 

P E H H I T U N G A H S P D RAflCPTJNG 

Kp —• 
Hp 
Hp. 

Pejabat Pembuat Komitmen/ 
pejabat y a n g berwenang. 

K I P 
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0APTAR PEKGBtUARAK R I L L 

Yang bertandatangan dibawah i n i : 

Nama 
N I P 
Jabatan 

Beixiasarkan Surat Peijalanan Dinas (SPD) Nomor : TanggaJ ...„....„., dengan ini kami menyatakan den^n 
soaungguhnya bal iwa: 

1. Biaya trcnspor p^owai dan/atau biaya penginapan dibawah ini y&ng tidak dapat diperoleh bukti-bukti 
pengeJuararmya, inehputi: 

(.•-•-'•• 

i 
1 

.. . 

. ,..-JUMLAH: .. 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeiuarlran untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas 
dimaksud dan apabiia dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetor 
kelebihan tersebut ke kas Negara. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mcn^tahui/Menyetujui: 
pejabat Pembuat tasmitocn / 
Pejabat yang berwenang. 

NIP 

TakaJar, .... 
Pelaksana SPD, 

• 

NIP 
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H. STANDAR SATUAN HARGA (SSH) 
Standar Satuan Harga adalah nilai suatu barang yang ditentakan pada waklu 

tertentu untuk perhitungan biaya komponen masuJcan kegiatan pada 

perencanaan Standar Satuan Harga (SSH) ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi OPD/Unit Kerja untuk mempermudah dalam perencanaan 

kegiatan dalam proses penjoisunan anggaran, tnendorong QPD/Unit Kerja 

untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi T im 

Anggaran Pemerintah dalam melakukan evaluasi a n ^ a r a n yang teiah 

diusulkan oleh masing-masing OPD/Unit Kerja. 

l i L HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) 
Hai-ga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga xmtuk setiap pekerjaan yang terdiri 

dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan 

standar nasional dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan 

dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan. HSPK in i digunakan dalam 

rangka pen3nisunan a n ^ a r a n di awal tahun untuk menentukmi perkiraan 

harga bangunan per m^, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak 

bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Enginerr 

Estimate (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metoda pelaksanaan yang 

akan digunakan oleh masing-masing perencana, 

W. ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) 

Analisa Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas bebau kerja dan 

bia3''a yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh perangkat 

daerah dalam satu tahun anggaran. Penjmsunan ASB dimaksudkan untuk 

mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggamn belanja daerah yang 

efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggunjawabkan dan berdasarkan 

pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan 

berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang beriaku sama untuk seluruh 

perangkat daerah 

Penerapan ASB bertujuan untuk : 

a. Menentukan kewajiban belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

b. Meminimalisir terjadinya pengeiuaran yang kurang jelas yang 

menyebabkan ineiisiensi anggaran; 
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Meningkatkan eiisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah; 

Mmentukan anggaran berdasarkan pada toiok ukur kinerja 3^ang jelas. 

Pj. BUPATI TAKALAR, 

SETIAWAN ASWAD 
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